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LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu
kondisi teori — teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun uraian teori
dalam penulisan skripsi ini adalah: Teori yang fungsional yang maksudnya suatu
interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis,yaitu data mempengaruhi
pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.

Alasan penulis memilih teori fungsional ini adalah karena penulis beracuan
kepada suatu data yaitu putusan yang mana putusan ini akan dianalisis dan
membuat perkiraan sementara terhadap putusan tersebut dan akan menghasilkan

data baru disaat putusan yang sudah diteliti selesai.

2.1.1.Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Di dalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah strafbaarfeit. Kepustakaan
tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik,sedangkan pembuat
undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa
pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.’

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik , yang berasaldari
bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict,dan dalam

bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

" Bambang Poernomo, 1994, Azas-Azas Hukum pidana, Galia Indonesia, Jakarta, Hal 90

UNIVERSITASMEDAN AREA



menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.®

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana
negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal actuntuk maksud
yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda,
maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit terdiri dari
tiga unsur yakni straf, baar, dan feit. Strafberarti hukuman (pidana), baar berarti
dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berati
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuanmanusia yang
diancam pidana oleh peraturan undangundang, jadi suatu kelakuan yang pada
umumnya dilarang dengan ancaman pidana.®

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:

a. definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeitadalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yangdilakukan karena kesalahan si pelanggar dan
diancamdengan pidana untuk mempertahankan tata hukum danmenyelamatkan
kesejahteraan umum;

b. definisi hukum positif, merumuskan pengertianstrafbaarfeit adalah suatu
kejadian (feit) yang olehperaturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan
yang dapat dihukum.®

E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan
istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah

®Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, him. 47
*Bambang Poernomo, Op.Cit., him. 91.
PIbid
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peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret
yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya
orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya
orang mati karena perbuatan orang lain.™*

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalahkelakuan orang yang
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan."

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeitadalah suatu
tindakan melanggar hukum yang dilakukandengan sengaja ataupun tidak sengaja
oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang
lengkap, yang meliputi:*3

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atasperbuatannya.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaituperbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.**

"“Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watam Pone, Jakarta, HIm 95
2Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him. 99.

B Andi Hamzah,op.cit, him.97

“Mahrus Ali, Op.Cit, him.97.
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Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenaipengertian perbuatan
pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang.*

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (straafbaarfeit) itu
secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan
pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan
delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain,
memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan
pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris
dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam
pidana (actus reus) di satu pihak dan pertanggungjawaban (mens rea) di lain
pihak.*°

Di Indonesia, sarjana yang memisahkan actus reus
(PerbuatanPidana/criminal) dan mens rea (pertanggungjawaban pidana) ialah
Moeljatno dan A.Z.Abidin yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian)
dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau
pengabaian itu.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan
definisi tindak pidana. Pergertian tindak pidana yang dipahami selama ini
merupakan kreasi teoritis para ahli hukum yang substansinya mempunyai
pengertian yang sama. mengenai karateristik perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja

untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum

“Ibid., him 98.
'Andi Hamzah, Op.Cit., him. 97.
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masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai penggunaan
istilah untuk tindak pidana
Dalam pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai apa itu pencurian adapun isi
pasal 362 KUHP adalah :
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:
1. Unsur objektif, terdiri dari:
a. Perbuatan mengambil
b. Objeknya suatu benda
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
a. Adanya maksud
b. Yang ditujukan untuk memiliki
c. Dengan melawan hukum
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian
apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.*’
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan
bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu
tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan

otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan

tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya,

> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, (Bayu Media, Malang, 2003),
halaman 5
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memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya
ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana
tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.
Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif,
ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam
kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan
sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda
tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah
merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga
merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si
petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari
perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja,
dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh
karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan
perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan
hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.™®

Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan
mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas
sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah

berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam

18 1bid Hal 7
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perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan
lain terlebih dahulu.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda
bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda
tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari
benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda
yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda
yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap
benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja,
sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik
A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya.
Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya
kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan
penggelapan.®®

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda
yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat
menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini
dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res

nulius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

9 |bid Hal 7
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2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya
itu dilepaskan, disebut resderelictae. Misalnya sepatu bekas yang sudah
dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian
menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun
pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada
dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna,
namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-
kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud
(kesengajaan sebagai maksud/opzetals oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam
pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak
terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus
ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak
pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik
atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat
mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang
menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri
atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungakan dengan
unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak
sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk

dijadikan sebagai miliknya.
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Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada
melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan
mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain
(dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam
pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subujektif. Pada dasarnya
melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan
tertentu.? Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya
suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu
pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya
sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari
hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat
dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam
undang-undang.?

Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas
hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun
sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini,
sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat
tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan.
Sebagaimana pendapat VVos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai

perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.?

% Ibid Hal 16
?! Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), halaman 132
? Ibid Hal 131
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Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan
seseorang oleh orang-orang tertentu yang tidak bersifat melawan hukum.
Misalnya seorang penyidik dengan syarat yang syah melakukan penahanan
terhadap seseorang tersangka. Apabila melawan hukum tidak dicantumkan dalam
rumusan tindak pidana, pejabat penyidik tersebut dapat dipidana. Demikian juga
halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum ke dalam rumusan pencurian.
Pembentuk UU merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda
milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan
hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan
hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya
seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang
akan dibelinya.

Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam
mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-
undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan
yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya
menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni
suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan
dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara.
Dalam konteks ini, negara miliki otoritas untuk mengatur dan memberikan
jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak
diskriminatif.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu

tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas).
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Bagaimana jika hal itu tidak diatur di dalam peraturan pidana yang ada? Apakah
terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan guna
menemukan tersangkanya.?® Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu
di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkuta
telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang
paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah
perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru
diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan

pengadilan.

2.1.2.Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai
berikut:?*

1. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan(misddrijven)
yang dimuat dalam Buku Il dan pelanggaran(overtredingen) yang dimuat dalam
Buku Ill. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman
pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindakpidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak pidana
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu
perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti
larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

23 Ednom Makarin, Kompilasi Hukum Telematika, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003), halaman 391

2*Amir llyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKab,
Yogyakarta, him 28.
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menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di
pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindakpidana sengaja
(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja
adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan.
Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakanantara tindak pidana
aktif/ positif atau di sebut juga tindakpidana komisi dan tindak pidana pasif/
negatif atau di sebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak
pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah
perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota
tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakanantara tindak
pidana terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurendedellicten)

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindakpidana umum dan
tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang
dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku Il dan
Buku I1). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat
diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30

Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)
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7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakanantara tindak
pidana communia (tindak pidana yang dapatdilakukan oleh semua orang) dan
tindak pidana proria(dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas
pribdai tertentu.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam halpenuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasadan tindak pidana aduan.Tindak pidana biasa
adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya,
tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tinak pidana
aduan adalah tidak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya
pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata,
atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan,maka dibedakan
antara tindak pidana bentuk pokok.tindak pidana yang diperberat dan tindak
pidana yang diperingan.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makatindak pidana
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi,
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatularangan,
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak
pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam

KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana
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berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara

berulang.

2.1.3.Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwapidana yang
juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur
objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali®®, peristiwa pidana yang juga disebut tindak
pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukumdapat dinyatakan
sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur
tesebut terdiri dari:

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yangbertentangan dengan
hukum dan mengindahkan akibatyang oleh hukum dilarang dengan ancaman
hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah
tindakannya.

b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidakdikehendaki
oleh undang-undang. Sifat unsur inimengutamakan adanya pelaku (seseorang atau
beberapa orang)

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai
peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana

yaitu:

*R. Abdoel Djamali, Op.Cit, him 175
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a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benarbenarada suatu
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini
terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain
sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskandalam ketentuan
hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada
saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi.
Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari
perbuatan itu.
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapatdipertanggung- jawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatanyang dilakukan oleh seseorang atau beberapa
orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh
ketentuan hukum.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatuperbuatan yang
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata
bertentangan dengan aturan hukum.
e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalauada ketentuan
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan
tertentu, ketentuan itumemuat sanksi ancaman hukumannya.
Menurut Lamintang®, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur
subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan

termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun

?®_eden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, him.
10
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yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yuang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah
sebagai berikut:

a. Kesengajaan atau ketidaksengaajan (dolus atau culpa)

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan ataupoging.

c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad,seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhanmenurut Pasal 340 KUHPidana.

e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak

pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam

kejahatan menurut Pasal 415KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus

suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Satocid Kartanegara®, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan
unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia,
yaitu berupa:

a. Suatu tindakan,

| bid.
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b. Suatu akibat, dan

c. Keadaan (omstandigheid)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvat- baarheid)

b. Kesalahan (schuld) Namun, pendapat ini kurang tepat karena

memasukkan toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini

dikarenakan tidak semua ontoerekeningsvatbaarvei tbersumber dari diri

pribadi pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari overmacht atau

ambtelijk bevel(pelaksanaan perintah jabatan)

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:?®

a. Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut \VVos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu:?®

a. Kelakuan manusia

b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan

Buku Il KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku Il memuat
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan

yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal
28 Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan &
Batas

Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, him. 79.
*Ibid, him. 80.
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351 KUHPidana (penganiyaan). Unsur kesalahan dan melawan hukuim kadang-
kadang dicantumkan., dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak
dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu
banyak mencamtumkan unsur-unsur lain baik sekitar/ mengenai objek kejahatan
maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan
tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur
tindak pidana, yaitu:*®

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

d. Unsur akibat konstitutif;

e. Unsur keadaan yang menyertai;

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

I. Unsur objek hukum tindak pidana;

J. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan
hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya(a, d-k) berupa
unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya

melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362

*Ibid, him. 82
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KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau
kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif
atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang
bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di
luar keadaan batin manusia/ si pembuat, yakni semua unsur mengenai
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat
(sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang
bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada

keadaan batin orangnya.™*

2.1.4. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

A. Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barangorang lain.
Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi”yang mendapat
awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau
diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara
sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang
dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan

hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut

1bid., hm. 83.
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pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang
berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:*
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum diancam karena
pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling
banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh
pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil
seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orangdi dalam Pasal 362
KUHPidana.

B. Jenis-jenis dan Unsur-unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367KUHPidana
yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi

(Pasal 363 KUHPidana)

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

5. Pencurian denganpenjatuhan pencabutan hak (Pasal 366KUHPidana)

6. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan rumusan Pasal tersebut
diatas sebagai berikut:

Ad. 1 Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik
orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum diancam karena

*’Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, him
128.

UNIVERSITASMEDAN AREA



pencurian, denganpidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah”.
Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalamPasal 362
KUHPidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai
berikut:
1. Unsur-unsur objektif :
a. mengambil;
b. suatu barang/ benda;
c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif:
a. Dengan maksud
b. Memiliki untuk dirinya sendiri
c. Secara melawan hukum
Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis
perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHPidana
1. Unsur objektif
a. Mengambil
Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai *“setiap perbuatan yang
bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu
diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun
pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan
tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut
pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti,
masing-masing yakni:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
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2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul
berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu antara lain:*

Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam
penguasaannya yang nyata, atauberada di bawah kekuasaannya atau di dalam
detensinya,terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang
tersebut.

Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam
penguasaannya atau membawa bendatersebut secara mutlak baerada dalam
penguasaannya yangnyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan
perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang
membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam
penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk
memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta
kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/ benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya
terbatas pada benda atau barangberwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam
pengertian barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang
diktegorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman

dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang

**Lamintang, 2009, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar
Grafika, Jakarta, him 13.
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tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik , dan
lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/ benda tersebut
kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang
menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi
nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis.

Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki
pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki olehh siapa pun, demikian juga
apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu
objek pencurian.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslahmerupakan barang/ benda
yang dimiliki baik sebagian atauseluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting
dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/ barang yang tidak ada
pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam
kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/ benda yang diambil atau dicuri
tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/
barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja.

Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/ benda
tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian,

unsur “dengan maksud” menunjukadanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini,
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kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda
yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak
pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan
dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana
pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang
pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang
dilakukan dengan tidak sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan
istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada
dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari barang yang diambilnya, tetapi
baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau
“menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan,
menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga
suatu tindakan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap
barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat
sesuatudengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan daripemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan eratdengan unsur “menguasai
untuk dirinya sendiri”. Unsur“melawan hukum” ini akan memberikan penekanan
pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah

kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan
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hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana
pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari
tindak pidan pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana.

Ad.2 Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi

(Pasal 363 KUHPidana), yaitu:
“Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang
dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,sehingga bersifat
lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari
pencurian biasa”.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur
dalam Pasal 363 dan 365KUHPidana. Oleh karena pencurian Yyang
dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara
tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian
terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali
dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara
selama-lamanya tujuh tahun:

Ad. 3 Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), yaitu:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun
perbuatan yang diterangkan dalam Pasal363 butir 5, apabila tidak dilakukan
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga
barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena
pencucian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda
paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ad. 4 Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), yaitu

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikutidengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhdap
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
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Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di
pekarangan tertutup yangada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat
atau dengan memakia anakkunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat
atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu, disertai
pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Ad.5 Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) yaitu:

“dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam
Pasal 362, 363, dan 865 dapatdijatuhkan pe njatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no.
1-4.

Ad. 6 Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana), yaitu:

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah
suami (istri) dari orang yang terkenakejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang
atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak
mungkin diadakan tuntutan pidana.
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta
kekayaan, atau jika dia adalahkeluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis
lurusmaupun garis menyimpang derajat kedua maka terhdap orang itu hanya
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
(3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain
daripada bapak kandung(sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi
orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPIdana ini

merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun
korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana
akan terjadi, apabilaseorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu
(orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan
ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami isteri tersebut masih
dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga
tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang

dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan
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2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang
diatur dalam Buku Il KUHPidana, Bab XXII. Kejahatan tersebut merupakan
tindak pidana formil yang berarti perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan
hukuman oleh undang-undang. Pengertian tindak pidana pencurian diatur dalam
Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagaian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda
maksimum enam puluh rupiah”.

Dalam Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan
unsur-unsur sebagai berikut:

a. Obyektif

1) mengambil

2) barang

3) yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain

b. Subyektif

1) dengan maksud

2) untuk memiliki

3) secara melawan hukum

Soesilo membagi juga 2 (dua) unsur, yaitu: Unsur obyektif dan unsur
subyektif. Unsur obyektif, meliputi:

a. Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif atau suatu perbuatan

negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.
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b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau
membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma
hukum pidana itu perlu ada upaya dapat dipidana.

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu. Keadaan-keadaan itu bisa jadi

terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam pasal 362

KUHP keadaan bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah

suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu

dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu
dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan

hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur subyektif adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana,
artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar
Ditinjau dari jenisnya, pencurian dalam KUHP ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Mengambil barang

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian
menurut rumusan Pasal 362 KUHP. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas
pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya
ke tempat.

Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini

adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah
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kekuasaannya secara mutlak dan nyata .**Pada pengertian mengambil barang,
yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan
nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya
penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata
orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan
untuk dibuktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang
itu dikembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain Pengertian
barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan
sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau barang
bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda
seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai
dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain
secara keseluruhan karena sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek
pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek
pencurian.

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan
hukum Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya
merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu
terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan
kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya.

Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai

pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila
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maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah
tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai
apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberat yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan
sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu
dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP
adalah sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
ke-1 pencurian ternak;
ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk
sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu
tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan
tahun.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi
yaitu Kajian Hukum Secara Bersama-sma Melakukan Tindak Pidana Perjudian
Dengan Kekerasan dengan menganalisis putusan pengadilan yaitu putusan No.
1.372/Pid/B/2015/PN.Medan untuk mengetahui bentuk-bentuk pencurian. Alasan

pemilihan judul skripsi ini dikarenakan pencurian sudah makin marak

terkhususnya dikota medan. dan sudah terlalu banyak kasus pidana pencurian
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yang kesannya dipandang sebelah mata oleh aparatur negara sehingga marak

dikalangan masyarakat.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap
benar,tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka
hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyedikan suatu penulisan skripsi jika
ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah
dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila

ada cukup data untuk membutikannya.
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